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bahwa dengan telah dlundangkannya Peraturan'

Menterl Dalam Negeri Nomor v Tahun 2020 tentang |

Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah maka

' Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020

“tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial
;perlu dlcabut | . : ’

. bahwa - berdasérkan ‘ pertlmbangan sebagaimané sl
o bd1maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan‘ ’v

'tBupatl tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan'~

"‘/dan e Penatausahaan Ot Pelaporan : dah

. Pertanggung]awaban serta Momtormg dan Evaluasi

Hlbah dan Bantuan 8051al yang bersumber darl"

1.

,‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

~Undang Undang Nomor 13- Tahun' 1950 tentang"

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten - dalam

- Llngkungan Prov1n31 Jawa Tengah

,Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

: Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

v \ R_epubhk Indones1a Nomor, 42‘86) sebagalmana telah

~ diubah d’e‘nga‘n{Uanang-Undarig Nomor 2 Tahun 2020



tentang Penetapan Peraturan Perherintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijjakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman = yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomdr 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijkan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid—i9) daﬁ/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman  yang Membahayakan
Perekonomian Nasional ~dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembara_n Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah diubah deﬁgan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipfa Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

 6573);



.f_‘Undang'Undang Nomor 24 /‘ /Tahuln - 2007 teﬁtang
‘Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

'Indonesm Tahun 2007 Nomor 66 Tarnbahan Lembaran"

, Negara Repubhkklndonema Nomor‘ 4723),’

»Undanngndan‘g Nomor 11 Tahun 2009 teritang Y

Kesejahteraaﬁ‘ Sosial (Lembaran - Negara ~Republik

kIndo'nesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Négara Republik Indo‘nke‘sia Nomor 4967) sebagaimana

" telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun |

20 19 tentang Pekerja Sos1al (Lembaran Negara Republik

= Indonesm Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan

: Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6397),

.:,Undang~Undang Nomor - 17 = Tahun 2012 tentang

Perkopérasian"'(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara ,

Repubhk Indonema Nomor 5355) ;

'Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi - Kemrasya"rakatanf (Lembaran“ Negara

E - Republik Irjdonesia Tahun 2013 Nomor 1 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

UndahgéUndang Nomor 23 ",Téhun 2014  tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik'

”Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587)

”sebagalmana telah dlubahk beberapa kali terakhir

‘dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Clpta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesm

Tahun 2020 Nomor 245, ‘Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indones1a Nomor 6573);

:  10:

~ Standar Akuntansi - Pemerintahan (Lembaran Negara

Peraturan'Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Republik Ind(‘)‘nes‘ia,Tahuny 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara chublik Indonesia Nomor 5165);

\
-



11,

Pefaturah Pemerintah' Nomor 2 Tahun »20127 tentang

' :Hiba‘h:k Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

‘ Repubhk Indonesm Nomor 5272)

12,

13,

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang -
Pembinaan dan Pengawasan | - Penyelenggaraan

Pemermtah Daerah (Lembaran Negara Repubhk

’ Indonesm Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor ‘12 Tahun 20 19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara,,

Republik Indbnesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

‘Lembaran NegaraR‘ep‘ublik Indonesia Nomor 6322);

Peratufan Presiden 'Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemermtah (Lembaran Negara

'Repubhk Indonesia Tahun 2018  Nomor 33)

‘_sebagalmaha telah diubah dengan Peraturan Preside‘n',

kk'Nomokr 12 Tahun 2021' tentang Perubahan atas

: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang‘

,Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah (Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Tahurn‘2021 Nomor 63);

15.

Peraturan Mentefi Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 |

: tentangk ~ Pedoman . Pendaftaran OrganisaSi -

Kemasyarakatan di hngkungan Kementerlan Dalamk'

‘Negerl dan Pemerintah Daerah (Berlta Negara Repubhk»

: Indonema Tahun 2012 Nomor 446)

16.

Peraturan Menten Hukum dan Hak Asa31 Manusia

Nomor 6 Tahun 12014 tentang Pengesahan Badamj

’Hukurri” Perkumpulan (Berita Ncgara RepL{blik

. ~Indon631a Tahun 2014 Nomor 394), ’

17.

Peraturan Menten Kopera81 dan Usaha Kec11 dan-

 Menengah Nromor"-O4/PER/M.KUKM/III/2015 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial

dkalamv Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro,

Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga

: Péndidikan Non Pemerintah; -



. . Menetaplz{any ;

18 Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020
| tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 |
- Nomor 1781);

| 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karanga_nyar Nomor 10

~ Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
(Lembaran Daerah Kabupakter/l. Karanganyar Tahun 2018
- Nomor 10, Tambaihan Lembarari Draerahv Kabupaten |

‘Karanganyar Nomor 88);

MEMUTUSKAN: -

: PERATURAN ~ BUPATI ~ TENTANG  TATA  CARA
~ PENGANGGARAN, ~ PELAKSANAAN DAN
'PENATAUSAHAAN,  PELAPORAN ~ DAN

~ PERTANGGUNGJAWABAN ~SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH. i |

BAB I |
- KETENTUAN UMUM
- Bagian Kesa”tu,v

Pengertiah

- Pasal 1 \
: Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan:

-1.- Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Pemcrlntah Pusat yang selanjutny_a disebut Pemerintah

adalkah‘ Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan 'pémerintahan negara. Republik Indonesia

~yang “dibantu oleh - Wakil Presiden dan menteri

sebagalmana dlmaksud dalam Undang- Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945. i



.. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kafanganyar.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

10.

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adélah rencana keuangan
tahunan pemeriritahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan

~ Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah  yang mempunyai  tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada  Pemerintah Daerah yang  melaksanakan
pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah ~ perangkat daerah = pada
Pemel:intah Daerah selaku péngguna anggaran/barang.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dban dipimpin oleh sekretaris
daerah  yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat

’ perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai

dengan kebutuhan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

’peribde satu tahun, yang memuat kebijakan, program,.

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langSung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.

Dokumen . Pelaksanaan  Anggaran SKPD  yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran. '
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bantuan Sosiél adélah pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kémungkinah terjadinya risiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana



17.

18.

19.

20.

21.

22.

alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar. _ |

Naskah Perjanjiari’ Hibah Daerah Seianjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber |
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adaiah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh  masyarakat secara ‘sukarela  berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan wuntuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. |

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan
orang—seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,
sekaligus' sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat

‘BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan. .

Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badén usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. ’
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indbnesia ‘
secara sﬁkarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita -~ untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Bagian Kedua

| Ruang Lingkup

. Pasal 2
‘Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABII
HIBAH.
Bagian Kesatu

Umum

’ Pasal 3
Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah; |
~ b. Pemerintah Daerah lainnyé;
c. BUMN;
d. BUMD;
e. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum
Indonesia; dan

" f. Partai Politik.

Pasal 4
(1) Hibah kepada Pemerintah 'sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a: v
a. diberikan kepada satuan | kerja dari
kemehteriah/ lémbaga pemerintah non kementerian
yang ‘wilayah kerjémya berada dalam daerah yang
bersangkutan;
b. diberikan kepada unit kerja pada Kementerian
Dalam Negeri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang administrasi kependudukan



k’untuk Hibah bagl penyedlaan blanko kartu tanda
'penduduk elektroruk
: c. Hibah kepada Pemerintah seb»agairrrlarna dimaksud
: péc’ia'”h'uru‘f a dén huruf b hanya dapat diberikan 1 -
(satu) kali. dalam tahun berkenaan
(2) Hlbah kepada Pemerintah Daerah lamnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b:
a. dlberlkan kepada daerah ,otohom baru’ hasil
pemekaran daerah  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan |
‘ kb.n“dllarang ,turnpang tindih pendanaannya dengan
anggaran pendapatan dan beianja negara  sesuai
“dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
“(3) I—hbah kepada BUMN sebagalmana dimaksud dalam,
Pasal 3 huruf c ~diberikan dalam rangka untuk
memngkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
‘dengan ketentuan peraturan perundang undangan
'(4) Hibah kepada BUMD sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 3 hurufd: '
oA dlberlkan dalam rangka untuk meneruskan Hibah
yang diterima Pemerlntah Daerah dari Pemerintah
o sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - -
‘kundangan L o ; ;
b. tidak dapat ’;diberikan‘ kdalam’ bentuk barang
o melainkan uang atau jasa. | Sy |
"(5) Hlbah kepada badan lembaga, dan Ormas yang
berbadan hukum IndoneSia, sebagaimana dimakSud
dalam Pasal 3 huruf e
a. Hlbah kepada badan dan lembaga d1ber1kan kepada
badan dan lembaga: ; ; |
1. yang ber31fat nlrlaba sukarela dan sosial yang
dlbentuk berdasarkan peraturan perundang-
Vundangan : s k
2. yang ber31fat nlrlaba sukarela dan sosml yang
Vyitelah,mermhkl surat keterangan terdaftar yang

" diterbitkan oleh menteri, gubernur atau Bupati;



‘3. yang bers1fat n1rlaba skukareylak' dan sosial

: ‘v kemasyarakatan | berupa ~ kelompok

f'masyarakat/kesatuan masyarakat ‘hukum adat

"sepanjang ma31h hldup dan sesual dengan =
perkembangan masyarakat dan keberadaannya
d1aku1 oleh Pemerlntah dan/atau Pemerintah
Daerah melalul pengesahan atau penetapan dal‘l'
plmplnan 1nstans1 vertlkal atau kepala SKPD
~terka1t sesua1 dengan kewenangannya atau

: 4. Kopera51 yang d1d1r1kan berdasarkan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan dan memenuhi

; kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
‘b. ~Hibah kepadak Qfmas yang berbadan hukum

Indonesia dibérikan' kepada' Ormas yang berbadan

hukum yayasan atau Ormas yang berbadan hukum

perkumpulan, yang ktelah | mendapatkank
péngesahén badan hukum dari kementerian yang-
membidahgi urusan hukum dan hak'asasi manusia
‘sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan v ‘ ‘
E C. Hlbah kepada badan dan lembaga dapat dlberlkan
e dengan persyaratan pahng sedikit:

1. memiliki kepengurusan di Daerah;

2 memiliki keterangan dOI’nlSlh dari lurah /kepala

desa setempat dan o |

3; berkedudukan dalam fwilayah administrasi -
; Pemerintah Daerah dan/ atau - badan dan
lembaga yang berkedudukan di luar Wllayah
5 admlnlstra31 ; Pemerlntah Daerah untuk

menunjang ‘penCa’paiaVn‘ sasaran program,
, ' kégiatan dan sUbkégiatan Pémerintah Daerah.
d Hlbah kepada Ormas dapat dlberlkan dengan
‘ persyaratan pahng sedlklt '

1. telah terdaftark pada ’ kementerian yang 3

r’n:ekrynbidang’i urusan’ hukum dan hak asasi

manusia;



2. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah; dan
3. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

(6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud.
dalam Pasal 3 huruf f | berupa pemberian bantuan
kéuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
di DPRD.

(7) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangah
kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1)' Hibah bagi badan, lembaga, dan Ormas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) hanya diberikan
sampai dengan cabang atau anak cabang terendah yang
diakui dalam anggaran dasa_r dan anggaran rumah
tangga badan/lembaga /Ormas tersebut.

(2) Apabila anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
badén, lembaga, dan ormas sebagai dimaksud ayat (1)
tidak mengatur, hibah hanya akan diberikan kepada

cabang atau anak cabang setingkat kecamatan.

Pasal 6

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

. b. bersifat tidak wajib,‘ tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada Pemerintah dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang -}
tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;



(1)

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah
atau  Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ‘amaknat peraturan

- perundang-undangan; '
Partai Politik; dan/atau
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
- undangan.

memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah

dalam mendukung tersélenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran

Pasal 7
Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD,
badan dan lembaga, Ormas, serta Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan
usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.

Bupati menunjuk SKPD sesuai fungsi serta

- kewenangannya untuk melakukanevaluasi usulan

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyampaikah hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas' rekomendasi
sebagaimana diméksud pada ayat (3) sesuai dengan

prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat

(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah

dalam Rancangan KUA dan PPAS.



(2) Pehéantufnan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ‘meliputi anggaran Hibah berupa uang,

‘barang, dan/ atau jasa.

_ , Pasal 9 ,

(1) Hlbah berupa uang, barang dan / atau Jasa dlcantumkan :
dalam RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

‘ menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ;

‘_Hlbah berupa ‘uang, barang dan/atau jasa sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penganggarannya
dirihci menurut objek, rinciran objek, dan sub rincian objek
pada progr’a'm, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai.dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- Bagian Ketiga

Pelaksanaan dari Penatausahaan
, Pasal 11
Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang maupun -

Jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

, o Pasal 12 |
(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna

Anggaran :
(2) NPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) paling
sedlkxt mcmuat ketentuan mengenai:
a. identitas pe}nberi dan penerima Hibah';
b. tuJuan pemberlan Hibah;
C. ;besaran/ rincian penggunaan H1bah yang akanf
dlterlma ‘

d. hak dan kewajiban para“pihak; ;




3)

€. tata cara penyaluran /penyerahan Hibah; dan.
f. tata cara pelaporan Hibah.

Format NPHD sebagalmana tersebut pada ayat (1)

‘tercantum dalam Lamp1ran I yang merupakan baglan

: tldak terplsahkan darl Peraturan Bupat1 ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan  daftar pcnerima Hibah beserta

besaran uang atau jenis barang dank/ atau jasa yang -

akan  dihibahkan - dengank Keputusan Bupati

, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan

peraturan bupatl tentang penjabaran APBD.

Daftar penerima Hibah sebagalmana dimaksud pada

~ayat (1) menjadi dasar penyaluran /penyerahan Hibah.

Pehyaluran /pebnyerahan Hibah, dari Pemerintah Daerah
kepada  penerima  Hibah  dilakukan  setelah
penandatanganan' NPHD.

Pehcairan Hibah dalam bentuk uahg dilakukan dengan

: mékahisme‘ pembayaran langsung (LS) ‘sesuai dengan

(1)

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke’empat' V

Pelaporan dan Pertariggung jawabah

Pasai '14

Penerlma Hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa

menyampalkan laporan penggunaan Hibah kepada

@

Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

‘Format laporan sebagaimana d_imaksud pada ayat (1)

‘sébagaimana ‘tersebut dalam Lampiran II * yang

merupakan bagian tidak térpisahkan ‘dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 15

Hibah berupa"uang, ‘barang dan/atau jasa dicatat sebagai

~ realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun

anggaran berkenaan.



| Pasal 16

(1) PertanggungjaWaban atas pcrhberian Hibah meliputi:

a.
b

usulan dari calon penerima' Hibah kepada Bupati;

Keputusari Bupati - tentang = penetapan daftar

pyen'eri’ma Hibah;

. NPHD;

pakta ‘integritas  dari 'penerima Hibah yang

menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan

~digunakan sesual dengan NPHD;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
bukt1 transfer uang atas pemberlan Hibah berupa
uang atau bukti serah terima barang/ Jasa atas

pemberlan Hibah berupa barang/jasa.

(2) Format pakta integritas sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III y‘ang

merupakan 'bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. .

| (3) Forrhat surat perhyataan tanggung jawab sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam -

Lamplran IV yang merupakan baglan tidak terp1sahkan

darl Peraturan Bupat1 ini.

Pasal 17

(1) Penerima Hibah bertanggung Jawab secara formal dan

material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggung]awaban penerima ‘Hibah meliputi:

a
b

laporan penggunaan Hibah;

surat: pernyataan tanggung Jawab yang menyatakan

‘bahwa Hibah yang dlterlma telah digunakan sesuai -

NPHD; dan : ;
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

'sesuai ~ peraturan  perundang-undangan  bagi
penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti
serah terima barang/ jasa bagi penerima Hibah

‘berupa' barang/jasa.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran masih
terdapat sisa dana Hibah yang belum dipergunakan,
maka penerima - Hibah wajib menyetor kembali sisa
dana Hibah ke rekening ‘Kas’ Daerah.

Keléngkapan | dokumen pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangaﬁ. 7
Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disimpan
dan dipergunakan oleh penerima Hibah seiaku objek

pemeriksaan.

Pasal 18
Realisasi Hibah dicantumkan dalam Laporan Keuangan
Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dicabut dan dilaporkan sebagai persediaan

dalam neraca.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian Hibah.

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SKPD dapat membentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan

fungsi pengawasan. -



BABII
~ BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

: Pasal 20 | , B
Anggota/kelbmp’ok masyarakat yang kdap‘at menerima
 Bantuan Sosial meliputi: L
' a individu, keluarga, kelompokf dan/atau masyaraka‘t’~
~ yang merigalémi risiko 'sosial\; atau
b. lembaga non ‘pe‘merintahan' bidang ‘pendidikan, ‘
| keagérnaan,f ‘dan bidang, lain yang berperan untuk
‘melrind,u'ngi indrividu,, kelompok, dan/atau masyarakat -
yang :mengalar’ni keadaan yang tidak' stabil sebagaik

' dampak risiko sosial.

 Pasal2l

(1) Bantuén : ’Sosial berupa ua'ng‘ ﬁkepada ‘individu,
keluarga, ~ kelompok | dan/ atau ma_syarakat
; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 khuruf a, terdiri
dari Bantuan Sosial kepada individu, keluarga,
kelompok dén/ atau masyarakat yang direncanakan

‘dan yang tidak kdépat diréncanakan sebelumnya.
| (2)‘B>antu‘a'n _Soksialiberupa,'uang merupakan uang yang
| diberikan secara"langsung kepada penerima. seperti
' beasiswa 'bagi anak miskir‘l,: yayasan perigelola yatim
v ~piat1i, petani miskih, fnasyarakat lanjut usia, terlahtar,
'k cacat bérata dan tunjangaﬁ kcsehatah putra - putri
pahlawan yang tidak mampu. | -
- (3) Bantuan - Sosial | berupa bara'ng, merupakan' ,barangr
:yang diberikah secara langsung kepada “pene'rima
- seperti bantuyankend‘éraar‘l operas‘i‘(jn»al untuk sekolah
‘~ luar ‘biasa swasta dan masyarékat tidak mampu,
| bantuan makanan/ pakaian kepadé yatim piatu/tuna
ksos’ial, te'rri’ak'_ bagi kelompok masyarakat kurang

mampu.



(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 22

Bantuan Sosial "yang direncanakan ditetapkan dan
dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pésal 21
ayatv (1) dialokasikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas
néma, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD. ‘

Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan
usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan
kepala SKPD. |
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko
Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penangahannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan. |

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimanav dimaksud pada ayat (3) tidak

melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling

sedikit:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya

diberikan kepada calon penerima yang ditujukan

untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.



Kriteria memenuhi. persyaratan penerima bantuan

' Sebagaimana dimaksud pada ayat (’1') huruf b diartikan

‘mkemiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan

'peraturan perundang undangan mehputl

a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan

" fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu
~Keluarga (KK);

b. berdomisili dalam w1layah Daerah yang dibuktikan

dengan - Surat Keterangan - domisili dari -

e Lurah / Kepala Desa setempat

Krlterla bers1fat sementara dan tldak terus menerus,

kecuali dalam keadaan ter,tentu dapat berkelanjutan

sebagaimyana dimaksud ayat‘ (1) huruf c diartikan

bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak

- harus diberikan setiap ’tahunkanggaran dan keadaan

. vtvertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan

Sosial dapat dibefikan setiap téhun anggaran sampai -

penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;

Kriteria sesuai tujuan - penggunaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa

 tujuan pemberian bantuank sosial meliputi:

a0

- mengalaml d1sfung31 sosial agar dapat melaksanakan‘ .

o

o

‘a. rehabilitasi sosial;  '
~perlindungan ’sosialk;
pemberdayaan sosial;

jaminan sosial; 7 | |
; pe‘na’nggulayngan kémiskinan;A dan

penanggulangan bencana.

Pasal 24

Rehabilitasi sosial sebagaimana' dimaksud dalam Pasal

23 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan

,l mengembangkan kemampuan 'seseorang yang

‘ fungs1 sosialnya secara wajar.



@

Perlindungan | sosial sebagaim‘ana' dimaksud dalam

- Pasal '23 ayat (5) huruf b d1tUJukan untuk mencegah

)

dan menanganl resﬂ(o darl guncangan dan kerentanan

‘sosial seseorang, keluarga kelompok masyarakat agar’

kelangsungan hidupnya dapat dlpenuhl sesuai dengan

'kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana' dimaksud dalam

~ Pasal 23 ayat (5) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan

seseorang atau kelompok masyarakat yang mcngalami

- masalah sbsial mempunyai daya, ‘sehinggab mampu

~memenuhi kebutuhan dasarnya. :
',Jarmnan sosial sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23

~ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga*r o

untuk menjamm penerlma bantuan agar dapat

memenubhi kebutuhan dasar hldupnya yang layak.

‘Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dlmak‘sudrV

“dalam Pasal 23 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan,

i program, dan keg1atan yang dllakukan terhadap orang,

keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyal N

atau mempunya1 sumber mata pencahar1an dan tidak

dapat memenuh1 kkebutuhan yang layak bag1

“ kemanusiaan.

©)

(1)

Penanggulangén' bencana Scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (5) huruf f merupakah

- serangkaian upaya yang ditujukan untuk ’rehabilriktarsi.

: Pasalri25
Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang
diterima langsung oléh penerima Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial berupa uang ~sébagaimana dimaksud

~ pada ayat (1) merupakan uang yarig diberikan secara

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak

. miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani miskin,

‘masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan

‘ 'tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak

mampu.



~ (3) Bantuan Sbéiél.berﬁﬁa barang sebagaimana dimaksud -
' : 'pada ayat (1) 'me‘rupaka'n barang yang kdiberikan secara
' langsung kepada penerlma sepertl bantuan kendaraan '
k‘koperas1onal untuk sekolah 1uar biasa swasta dan
‘ masyaraka’tv tidak mampu, ‘bantuan sarana produk31: .
pertanién  untuk petam miskin, 'bantuén
makanan/ pakalan kepada yatlm piatu/ tuna sos1a1

ternak bag1 kelompok masyarakat kurang mampu.

~ Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran .;

By , - Pasal 26
(1) Anggota/ kelornpok masyarakat ‘ meriyampaikan usulan
tertulis permohonan Bantuan Sosial yang
d1rencanakan kepada Bupat1 melalm SKPD sesuai
dengan tugas fungs1 dan kewenangannya |
(2) Bupati menunjuk SKPD terkalt untuk - melakukan
' evalua31 usulan tertulis sebagalmana dxmaksud pada
ayat (1). ; v 5
| | (3) Kepala SKPD terkalt sebagalmana dlmaksud pada ayat
(2) menyampalkan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD. }
(4) TAPD mcmberlkan pertlmbangan atas rekomendaéi'
'sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

- prioritas dan kemampuan Keuangan,Daerah.

Pasal 27 |
: (1) Rekomendasx kepala SKPD dan pert1mbangan TAPD ‘
sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan
ayat (4) menJadl dasar pencantuman alokasi anggaran'
Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS.

2) Pencanturnan alokasi anggaran sebagalmana
, d’imaksud pada ayat (1), krknel_iput_i anggaran Bantuan

Sosial berupa uang dan/atau barang. -



(1)

(2)

(5)

, | ‘ Pasal 28 v
Bantuan Sosial berupé uang dan/ étau barang
dicantumkan dalam RKA-SKPD. |
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam

APBD sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Penganggaran  belanja  Bantuan Sosial  yang
direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
Penganggaran Bantuan‘ Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya diémggarkan dalam Belanja
Tidak Terduga. _
Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD
terkait. '
Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belahja
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: | '
a. individu;
b. keluarga;
c. kelompok masyarakat; dan
d. lembaga non perherintahan (bidang pendidikan,

keagamaan, sosial, dan bidang lainnya);
Bantuan Sosial berupa  barang dalam
penganggarannya diformulasikan ke dalam program
dan kegiatan yang diuraikan ke dalam kelompok
belanja operasi dan jenis belanja Bantuan Sosial pada

SKPD.



Pasal 30
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penefima dan besarén Ba‘ntu-én S:osiéi dalam Lampirari IV
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

- Pelaksanaan dan Penatausahaan

* Pasal 31 »
Pelaksanaan anggaran  Bantuan Sosial berupa uang

maupun barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan beSafan
Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati ‘
:tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahém Bantuan Sosial
didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang
tercantu'm dalarﬁ Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial
kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1). |

(3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada permintaan

- tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah

diverifikasi oleh SKPD terkait.



(4)

(S)

(1)

8

(1)

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan
dengan cara‘pembayaran langsung (LS).

Déﬂam hal Bantuan Sosial berﬁpa uang dengan nilai
sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),‘
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
tambah uang (TU).

Penyaluran dana Bantuan So_Sial kepada penerima

Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti

penerimaan uang Bantuan Sosial.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33
Penerima Bantuan Sosial berupa uang maupun barang
ményampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial
kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait. |
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaiména tersebut dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 34
Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi
jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun
anggaran berkenaan. | ;
Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi

obyek belanja Bantuan Sosial kpada jenis belanja

‘barang  dan jasa dalam program dan kegiatan pada

SKPD terkait.

Pasal 35
SKPD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan
Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak

dapat  direncanakan  sebelumnya  sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat
tanggal S (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimar_la‘ dimaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima, aiémat dan besaran Bantuan
Sosial yang diterima oleh masing-masing individu

dan/atau keluarga.

7 Pasal 36

(1) Pertanggungjakwaban' pemberian Bantuan  Sosial
meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima
Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat

 yang berwenang kepada Bupati; |

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar
penerima Bantuan Sosial disertai nama dan alamat
yang jelas penerima bantuan serta peruntukan
bantuan; |

c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang
rnenyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima
akan digunakan sesuai dengan usula;

d. Surat Pernyataan - Tanggung Jawab  yang
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima
telah digunakan sesuai‘dengan usulan; dan

e. bukti transfer/kuitansi penyerahan uang atas
pemberian Bantuan Sosial berupa uang bermaterai
cukup atau bukti serah terima barang atas
pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

(2) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

" (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

‘Pasal 37

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara

formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial

yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban = penerima  Bantuan Sosial

meliputi:

a.

b.

laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima
Bantuan Sosiél;

surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan
bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usulan; dan

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

sesuai  peraturan = perundang-undangan bagi

penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan

bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan

Sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b disamp‘aikan kepada Bupati

paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai

peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima

Bantuan Sosial selaku objek per‘neriksaank.

Pasal 38

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan

Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.



(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir
‘tahun anggaran berkenaan dicatat dan dilaporkan |

dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian Bantuan Sosial. |
(2) Dalam rangka pelaksanéan monitoring dan evaluasi
pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentuk Tim
Monitoring dan evaluasi.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
| pada éyat (1) disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan

fungsi pengawasan.

BAB IV |
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 40

(1) Dengan Dberlakunya Peraturan Bupati ini, maka
“Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hibah dan Bantuan Sosial yang telah direncanakan
dan dijabarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.



Pasal 41 7
Peraturan‘ Bupati - ini mulai berlaku pada tanggal
- diundangkan. ‘ | '
Agar | Setiap ’.,orang mengé‘tahuiny‘a, memerintahkan
’pengundéngan Peraturan Bupati ini dengan
‘kpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Ditetapkan d’i Karanganyar
pada tanggal 28 April 2021
- BUPATI KARANGANYAR,
o
| JULIYATMONO
‘Diundaingkan di Kafénganyar
pada"’tahggal 28 April 2021 | ' | L ‘ :
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
SUTARNO | | | |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH -




LAMPIRANI |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2§ TAHUN 202\

TENTANG » |

TATA: CARA 'PENGANGGARAN,
'PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN -~ DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ' ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

A HIBAH BERUPA UANG

PERJANJIAN HIBAH

v ~ ANTARA | |
- PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- DENGAN
NOMOR
TENTANG
HIBAH. ..c.ooiiiiiineninieniceencsee e )
Pada hari ini .............. PR ., tanggal ........ bulan cererreereen e téhun_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

~dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang -
- berkedudukan di.........oocoeiiin i ‘

PIHAK KESATU
2 e e ®
' dalam hal ini untuk dan atas
¢ 120 0.5 - R S S TS ©)

‘yang berkedudukan di...........c..ooeiiiiinin
................. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

dan dengan didasarkan pada( )



. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman |

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak. Asa81 Manusia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun ....... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .........
' (Lembaran Daerah Kabupatén Karanganyar Tahun ....... Nomor ....);
. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun ......... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
‘Karanganyar Tahun ........ Nomor ..... );
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor “Tahun tentang  Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

7.

maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan G

Tahun Nomor );

Keputusan Bupat1 Karanganyar Nomor....Tahun....... tentang Penetapan
Penerima Hibah ...... S S PP SOV

ketentuan sebagai berikut:

()

"BAB 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
‘Pasal 1
PIHAK KESATU memberlkan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rpiiiiiiinen, RN rupiah)

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Karanganyar Tahun Anggaran.......... .. dengan kode rekening....................

(2)

(3)

)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang -
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. '

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
| | ‘ R

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BABII
PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2
Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan

sesuai alokas1 yang ditetapkan. :
Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan

: kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:

a. Naskah Per_]anjlan Hibah;
b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa h1bah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.

c. Hibah yang ditujukan untuk pekerjaan fisik konstruksi, dilampiri RAB/

(3)

rincian penggunaan dan gambar serta foto 0% (nol persen).
PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera
melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang
undangan yang berlaku ~ '



(1)

@

(3)

)

@

(3)

" BABIII
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
' Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3 _
PIHAK KESATU berhak menunda pencalran dana hibah apab11a PIHAK

KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang dltetapkan
PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan mo_rutoring atas -

penggunaan dana hibah berdasarkan ' laporan - pertanggungjawaban

_penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apablla
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana

~ telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar
- melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4
PIHAK KEDUA Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah

- disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan.

PIHAK  KEDUA wa_]1b melaksanakan pengadaan barang dan Jasa sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. .

PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah meliputi

- a. laporan penggunaan hibah;

~b. surat pernyataan tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang

* diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan

' ¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

@)

(5)

(6)

- perundang-undangan
'-Pertanggung]awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
“huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat

: 10
tanggal ....cooiviiniiniiin (10)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

~disimpan dan dipergunakan oleh pener1ma hibah selaku obyek

pemerlksaan A : . S
Apabila sampai bcrakhxrnya tahun anggaran ......... masih tersisa dana
hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hlbah ke rekenmg
Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

: BAB vV .
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian§ Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai
dengan ............... dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi
PARA PIHAK. | .



(1). A

‘antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,

Q.

(3).

(1).

- menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.

(2).

(1).

2).

BABYV ~
KEADAAN KAHAR, FORCE MAJEUR

Pasal 6
Apablla tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebaga1
akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)

kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan

_tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan

kahar tersebut. | v ,
Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK,
akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.

‘Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya

keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

. BAB A\
PENYELESAIAN DERSELISIHAN

- ' Pasal 7 , o a
Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk -

Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesalkan masalah, maka
PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepanlteraan'
Pengadilan Negeri Karanganyar '

BAB VII
~ PENUTUP

Pasal 8
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini

akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam
bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Per_]an_]lan Hibah ini. | '

Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan

-~ administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA, - S PIHAK KESATU,

-----------------------------------------------------------------------------------------



Keterangan:

NoOORrLND -

o

Jenis kegiatan Hlbah

Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
Jabatan Pemberi Hibah

Nama Penerima Hibah

Jabatan Penerima Hibah ; ’

Instansi/ organisasi yang diwakilinya _

Diisi ~dasar hukum  perjanjian hibah  (disesuaikan dengan
perkembangan /perubahan peraturan perundangan yang berlaku)

-Diisi rincian penggunaan dana hibah, perhatikan ketentuan Pasal 4 ayat

(3) dan ayat (4)

. Diisi tujuan dana hibah (misalnya peningkatan transporta31 desa,

peningkatan pemberdayaan kelembagaan, peningkatan ketramp1lan dan
sebagainya)

10. Diisi tanggal penyelesalan SPJ yang harus disetor (dllSl oleh petugas)



HIBAH BERUPA BARANG/JASA

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA
' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
NOMOR
N TENTANG
HIBAH....oioiie it evie e M
Pada hari ini ......eecounvnvennenn. , tanggal covovvreerennnn, bulan ...........coeeeinn tahun

Xy}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah  Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di........ccovviniiiiniii

----------------------------------------------------------------------------------------------------

yang berkedudukan di........ccccceevvvuireeiinninn.n,
................. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selan_]utnya secara bersama-sama dlsebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan .
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling .
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan

serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada

@ .

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di hngkungan Kementerian Dalam.
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia Nomor 6 Tahun 20 14 :
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun ....... tentang'
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .........
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ....... Nomor ....);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun ......... tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun ........ Nomor .....); , ;

. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... ,tentang Pedoman

- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Daerah (Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun .. Nomor ... );



7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun....... tentang Penetapan

Penerima Hibah it
maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Per_]anjlan Hibah dengan
ketentuan sebagai berikut: ~

. BABI
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1
(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
Ceiedriseresieeinseets sejurnlah ............................ “dengan nilai Rp....... PR RO )©)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran ............ dengan kode rekenmg ..................

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan;untuk.........

| BAE II
PENYERAHAN HIBAH

Pasal 2 :
(1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dlserahkan oleh

PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah;
b.Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah
- yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah. ,
(3). PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU, segera
melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundangv'
undangan yang berlaku. '

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

, Pasal 3 : S
(1) PIHAK KESATU berhak menunda penyerahan - hibah apabila PIHAK

KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. _

(2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang
‘disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dlpenuhl oleh PIHAK
KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh

- Pemerintah Daerah. - ' R



: Baglan Kedua ' S
Hak dan Kewajlban Pihak Kedua

’ ' L Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA berkewajlban

a. menjaga keamanan, memelihara dan menggunakan barang : sesuai'q- i
_dengan fungsmya : , ; o L

-~ b. menanggung biaya ‘operasmnal dan pemehharaan serta perbalkan atas'

~kerusakan barang hibah. ’ s o ~ :

~c. dilarang memmdahtangankan, menggadaikan atau untuk' jaminan
 utang. s | |
Cd. ,tldak menggunakan barang hibah untuk kegxatan yang bertentangan
8 - dengan peraturan perundang-undangan
= (2) PIHAK KEDUA mempertanggung]awabkan penggunaan hlbah yang:
LR mehputl R Co \ , , :

oA laporan penggunaan hlbah e : ~
b surat pernyataan tanggung _]awab yang menyatakan bahwa h1bah yang

: diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan ’ S

i ‘C. bukti-bukti yang lengkap dan sah bukti serah terlma barang/ Jasa sesualk' i
e peraturan perundang-undangan ‘ : :

(3) Pertanggung]awaban sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan
i huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling
e lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berlkutnya kecuah
i 'dltentukan lain sesuai peraturan perundang—undangan L ,
@ Pertanggung]awaban sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf c

;) f"','d1s1mpan dan dlpergunakan ~oleh pencrlma “hibah sclaku obyek o ‘

: :,pemerlksaan
' BAB IV ‘
JANGKA ‘WAKTU PERJANJ IAN
R RN : Pasal 5 - " el
~Perjanjlan Hlbah ini. berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai

dengan .....iceeeenen ceveens dan dapat dlperpan_]ang ‘sesuai dengan 51tuasi_ dan
‘,kond1s1 PARA PIHAK SRR S



(1)

| BAB V '
- KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR ,
- " - Pasal6 . : -
Apablla tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagal '

akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)
antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,

 kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan lapdrati

tertulis paling lambat 7 (tujuh) har1 kalender setelah terjadinya keadaan
kahar tersebut. )

(2). -Apabila terjadi keadaan kahar maka atas dasar laporan PARA PIHAK,
akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
k tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. ‘
(3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya
keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.
BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
T e , Pasal 7 | |
(1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk
.. menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat. o
. (2).. Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah maka
'PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
| hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepamteraan
»Pengadllan Negeri Karanganyar
BAB VII
PENUTUP
Pasal 8
(1). Hal- hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini
akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam
bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. ’ .
v(2). Perjanjian Hibah ini- dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu.
'~ rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan
‘administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan. S
'PIHAK KEDUA, L PIHAK KESATU,
'Keterangan
-1, Jenis kegiatan Hibah
2. Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
3. Jabatan Pemberi Hibah
4, Nama Penerima Hibah
5. Jabatan Penerima Hibah
6. Instansi/ organisasi yang diwakilinya



Diisi dasar hukum  perjanjian hibah  (disesuaikan dengan
perkembangan/ perubahan peraturan perundangan yang berlaku) -
Diisi barang/ jasa yang dihibahkan :

Diisi nilai barang/jasa yang dihibahkan

. Diisi penggunaan hibah

'BUPATI KARANGANYAR,
- TTD
JULIYATMONO




" LAMPIRAN II |
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2€ TAHUN 202\
TENTANG | p

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH /BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Uang yang diterima:
Tahap 1 -

Tahap 2

:Rp

:Rp

Jumlah :

Periggunaan

Sisa

Rp

Rp .

(diisi jenis pengeluaran, misal belanja barang habis pakai)

II. "dst

1. Rekapitulasi Penggunaan Dana

No | Jenis Volume Harga Satuan Jumlah
2.
Jumlah Belanja Rp.
Barang habis pakai

No | Jenis Jumlah
I | Belanja Barang Habis Pakai
T A :
111
Total Biaya - Rp.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Ketua/ Penanggung Jawab/ Penerima

Tanda tangan
( Nama Terang )
- Jabatan




B. LAPORAN PENGGUNAA_N HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

No. | Jenis Barang . volume - penggunaan

Tempat, tanggal, bulan, tanggal
- Ketua/ Penanggung Jawab/ Penerima

Tanda tangan
( Nama Terang )
Jabatan

BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO




| ‘LAMPIRAN iig |
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR 2¢ TAHUN 202\
~ TENTANG * '
~ TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN |

DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN -

PERTANGGUN GJAWABAN i SERTA

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN

 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

- "ANGGARAN | PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
| FORMAT PAKTA INTEGRITAS
, A Pakta Integrltas Penerlma H1bah
= | PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan d1bawah 1n1
| Nafna B ’
'Jabatan v
,No Identltas )

Alamat :

" Dalam hal ini bertmdak untuk dan atas nama ........
,“menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka penggunaan danav e

' pelaksanaan h1bah..;.‘.;...i...;..-...'...'..' ........... B

| 1. Akan mematuh1 semua’ ketentuan dan kewa_]lban dalam rangka pelaksanaan 'k

! perJanjlan hibah sebagalmana tercanturn dalan Per_]an_]lan Hibah antara ’

Pemermtah Kabupaten Karanganyar dengan i Ndmor,‘.;.'...-?.',..‘..v..;.
jtentang O P T P PPN ..... ...... .. |
2; “Tidak akan melakukari praktik Korupsi, Kolusi,‘ danNepotisme. :

3. bAkan bertanggung Jawab penuh terhadap penggunaan hibah

4,’ apabila melanggar hal-hal yang dmyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, =
‘ ~‘k‘ibersed1a menerima sank51 admlnlstratlf dlgugat secara perdata dan/ atau :

’ ‘dllaporkan secara pldana i ‘

Karanganyar .....ic.ooirvereeeeeeninnreeesins

: -+ Materai -
1. Rp10.000

Keterangan
1 d1151 nomor KTP SIM/ Paspor ;



2 diisi - penerima  hibah, misal: pemerlntah pusat/ pemerlntah daerah
- lainnya/BUMN/! BUMD / badan / lembaga / organlsa81 kemasyarakatan yang
berbadan hukum = e

3 dllSl jenis. keglatan hlbah

B. Pakta Integrltas ‘Pener1ma Bantuan'Sosial

e e PAKTA INTEGRITAS ;
Yang bertanda tangan dlbawah ini : :
 Nama : ‘

_Jabatan

o No. Ident1tas‘

fAlarnat
Dalam hal ini bertmdak untuk dan atas nama ...... Srees (2’ . ménya‘t'akan’;
o bahwa f ey dalamv o rangka ‘ pelaksanaan p_emberiari‘, o bantﬁén‘
"sos1al...'.,.'.’..?-..»'.f.‘.j...........‘.' ...... i B A

L :Tldak akan melakukan praktlk Korup81, Kolu31, dan Nepotlsme ,
;2v.'~Akan menlndaklanjutl pemberlan bantuan sosml sesua1 usul yang dlsampalkan
kepada Bupati. | " ; , ‘ |
| 3 Akan bertanggung Jawab penuh terhadap penggunaan bantuan sos1al ‘
1 i 4. kPertanggung]awaban atas penggunaan dana bantuan s031a1 kami sampalkan"
= k"‘kepada Bupatl Karanganyar cq Kepala SKPD Pengelola bantuan Sosml pahng :
s 'klambat tanggal ...... e | | ‘
i 5.  Apablla melanggar hal- hal yang d1nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, l
| : bersedla menerima sanks1 admlnlstrauf d1gugat secara perdata dan/ atau‘f

dllaporkan secara pldana -

Karanganyar ...
- : Mater'aik '
Rp10.000

i ;Keterangan R ;

- 1. diisi nomor KTP,SIM / Paspor
-2, diisi penerlma Bantuan Sosial
3 d1151 Jenls bantuan s031a1

- BUPATI KARANGANYAR, ©

TTD -

"H' j -

~ JULIYATMONO



LAMPIRAN IV _
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR:
NOMOR 2€ TAHUN 202|

- TENTANG :
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN'~
DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

| FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

SURAT PERNYATAAN

' "Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Jabatan

No. Identitas !

Alamat ’
Dalam . hal - ini bcrtindak ~untuk dan  atas  nama
Menyatakan bahwa pelaksanaan hibah.................. crereisrasenseas ®) telah -

sesuai dengan ketentuan yang terdapat Perjanjian Hlbah antara pemerlntah'

Kabupaten Karanganyar - dengan ................ eerenes A\ [035 ¢ To) SO
tentang ....ccocveveeviieieinnenenene.as. Apabila terdapat kesalahan atau- kekehruan

dalam pelaksanaanya, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.
‘Demikian surat pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Karanganyar ...... s

Materai
Rp10.000

: Keterangan
1. diisi nomor KTP,SIM/Paspor
2. diisi penerima hibah, misal: pemerintah pusat/ pemerintah daerah

lainnya/BUMN/BUMD /badan/ lembaga /organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum
3. diisi jenis kegiatan hibah



B. Surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial.

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ‘
Jabatan
No. Identitas M

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk‘dan AtAS NAMA vviriiiiiiiiriiiiieeeiereeereinnneens

| Mgényatakan |  bahwa : peléksanaan : batuan ‘sosial
(3) telah sesuai dengan’ usulan kyang diajukan.
‘ Apabifa dalam pelaksanaan terdapat kesalahan - atau kekeliruan délarn
pelaksanaanya maka akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. - |
| Demikian surat pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan

sebagalmana mestinya.

Karanganyar ........ ceeeens SRR

Materai
Rp10.000

~ Keterangan: '
1. diisi nomor KTP,SIM/ Paspor .
2. diisi penerima Bantuan Sosial
- 8. diisi jenis bantuan sosial

BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO




